
PERJANJIAN KER,IASAMA
ANTARA

SEKOLAH TINGGI IIMU KESITIATAN BINA USADA BALI

DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABTJPATEN KLLTNGKUNG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEN ELITIAN DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor
Nomor

: 024|BUBPKS/III/2023
: fi43.7.11942.1/RSUD

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga (29-03 -2023) berternpat di Semaraptu'a, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I PUTTI SANTIKA : Ketua Sekolah Tinggi Ihnu Kesehatan Bina
Usada Bali berdasarkan Keputusan Ketra
Yayasan Bina Usada No. 002/YBU-
SK/I/2013 tentang Pengangkatan Ketua
Sekolah Tinggi Ihnu Kesehatan Bina Usada

Bali, berkedudukan di .Ialan Raya Padang

Luwih, Tegaljaya, Dalung Badung, dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut

di atas, sah bertindak untuk dan atas nama

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada

Bali, Selanjutnya disebut Sebagai *PIHAK

KESATU"

: Direkfur Rrunah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Klungkung yang berkedudukan
di jln Flamboyan No. 40 Sernarapura dalam
hal ini bertindak atas nama sefta sah

mewakili rumah sakit umum daerah

kabupaten klungkung berdasarkan surat

keputusan Bupati Klturgkung Nomor
821101/BKPSDM/2023 tanggal 05 Januari
2023, Selanjutnya disebut sebagai *PIHAK

KEDUA''

2. I NENGAH WINATA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDtiA secara bersarna-sarna
disebut PARA PIHAK dan masing-rnasing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih
dahulu mempertimbangd<an hal-hal sebagai berikut:
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L Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan perguruan Tinggr swasta yang
bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

2' Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah sakit Umum Daerah Klungkung yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yalg
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

3. Bahwa PARA PIHAK berencana turtuk rnengadakan kerja sarna secara
kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing pIHAK, yang
rneliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian maqyarakat, sefta
pengembangan dan pendayagunaan srunber daya baik manusia rnaupun sarana
prasal"na.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat
Perjanjian Kerjasarna tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengab{ian kepada
Masyarakat setta Pengembangan dan Pendayaguuaan Sumber Daya Manusia dan
Sarana Prasarana (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

DASAR HUKUM
Pasal I

Dasar lnrkurn Perjanlian Kerjasama ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahtur 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahur 2012 tentarrg Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negam Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor l58,Tarnbalmn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nornor 36 tahtur 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahtur 2014 nomor 298, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanzur Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peratman Pemerintah Nomor 23
Talrur 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahtrr 2012 Nomor 171);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentatg Sistern
Kesehatan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
Le3);
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8.

9.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
046/I(emenkes/Per/vllrl20l3 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahul
2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggr;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136/PMK .05/2016 tentang
Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umrun;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahtrn
2020 tentang SAndar Nasional Pendidikan TingSU
Peratuiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahmr 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkturgan Kementerian
Kesehatan;

Pasal2
TUJUAN

Kedua Belah Pihak bersama-sarna akan melakukan kerjasarna pengembangan
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang rnemberi rnanfaat bagi
Kedua Belah Pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh Kedua
Belah Pihak, tanpa rnengganggu pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat dilakukan melalui
kegiatan:
l. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran dalam benhrk Praktik Ke{a Lapangan,

penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat;
2. Pemanfaatan bersarna berbagai sumber daya berupa sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk digunakan oleh mahasiswa pIHAK
KESATU ;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerjasarna dalam Perlanjian ini dilakukan secara kelembagaan dan Kedua Belah
Pihak saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di
masing-masing lernbaga;

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini Kerlua Belah Pihak dalam batas
wewenangnya akan saling menyediakan surnber daya yang tersedia dan dimiliki tanpa
mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing * masing.

10.

lt.

12.
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Pasal5

ORGANISAST

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasarna ini akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilnu
Kesehatan Bina Usada Bali, dan DirekturRurnah Sakit Umum Daerah Klurgkung.

Pasal6
HAK DAN KBWAJIBAN

HaK PIHAK KESATU .

l. Mendapatkan Pendidikan yang dibutuhkan oleh praktikan PIHAK KESATU
dalam rangka peningkatan kempetensi praktikan selama PKL di Rumah Sakit
PIHAK KEDUA.

2. Mengatur jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan PIHAKKEDUA.
3. Semua praktikan berhak menerima bimbingan dan mengguuakan fasilitas dan

sarana yang ada di Runah Sakit PIHAK KEDUA sesuai dengan kebuhrhan dal
ketentuan PIHAK KESATU .

4. Semua dosen, pembimbing klinik dan pembimbing lapangan dapat menggrrnakan
fasilitas dan sarana di Rumah Sakit PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pI(L
dan bimbingan lapangan kepada praktikan.

5. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan praLtikan yang rnelaksanakan
kegiatan PKL dari Rtrmah sakit PIHAK KEDUA.

6. Menyampaikan keluhan kepada PIHAK KEDUA mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan kegiaan praktik serta perilalar
pegawai Rumah Sakit PrHAK KEDUA selama kegiatan pKL berlangsung.

7. Mendapatkan tindak lanjut/respon dari keluhan oleh PIHAK KEDUA selama
kegiatan kerjasama ini berlangsung.

HAK PIHAK KEDUA
1. Menunjuk Pembimbing Lapangan yang dibutuhkan pIHAK KESATU dalam

rangka peningkatan mutu pelayanan durgan tetap mempertirnbangkan tujuan
pembelajaran PIHAK KEDUA dengan menyertakan Surat Keputusan/Surat
Tugas.

2. Mempercleh daftar narna praktikan peserta PKL dari PIHAK KESATU 2 (dua)
minggu sebelum pelaksanaan PKL berlangsung.

3. Mengahrr jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA.
4. Melakukan bimbingan lapangan kepada praktikan PIHAK KESATU .

5. Menentrkan nilai hasil evaluasi dari kegiatan pKL.
6. Menyampaikan keluhan kepada PIHAK KESATU mengenai hal-hal berkaitan

dengan berlangsungnya penyelenggaraan PKL atau perilakrr Praktikan selarna
kegiatan PKL ber{angsung.

7. Mendapat pembayaran biaya operasional dari PIHAK KESATU sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK.
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Kewajiban PIHAK KESATU .

1, Menunjuk Tenaga Pembirnbing Praktik Lapangan/lnstmktur Klinik dari PIHAK
KESATU yang rnenjadi penanggung jawab kegiatan PKL dan memberitallrkal
secara tertulis kepada PIHAK KtrDtlA dengan menyertakan Surat Keputusan
atau surat Tugas dari sekolah ringgi Ilmu Kesehatan Bina usada Bali.

2. PII{AK KESATU wajib rnengadakan supervisi dan mernantau kegiatan praktik
Pendidikan dan Penelitian Mahasiswa, yailg dalam hal ini dilakianakan oleh
masing-masing Dosen penanggung jawab/Koordinator Bidang studi.

3. Menanggung biaya pelaksanaan PKL, yang dibayarkan sekaligus kepada PIHAK
KEDUA, paling larnbat I (satu) rninggu sebehun pelaksanaan program
Pendidikan.

I Menyampaikan proposal/kerangka acuan pelaksanaan Praktik dan penilaiannya.
5, Mernatuhi selnua ketentuan ulnuln, rnenjaga rahasia rnedis dan prosedur yang

berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
6, Memberikan evaluasi datr umpan balik pelaksanaan Praklik Kerja Lapangan

kepada PIIIAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KEDUA
1' Menerima Mahasiswa PIHAK KESATU yang rnengikuti PKL sesuai dengan

kapasitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
Mengaralrkan dan mernbirnbing PraLlikan dari pIIIAK I(ESATU .

IVlenyediakan selurult fasilitas Program Pendidikan bagi Praktikan sesuai sarana
dan prasarana yang dimiliki PIHAK KEDUA.

4' Memberikan dan menyampaikan nilai PKL dari Praktikan kepada PIHAK
KESATU^

5. Menyampaikan infonnasi tentang peratumn, ketentuan dan lain-lain yang
berhubungart erat dengan tugas dan fungsi yang berlaku di lingkungan PIHAX
KEDUA kepada praktikan.

6' Menunjuk Tenaga Pembimbing Praktik Lapatganllnshnktur Klinik dari staf
PIHAK KEDUA dengan tnenyertakan Surat Keputusan/Surat Tugas dari
Runah Sakit Urnun Daerah Klungkung;

Pasal T
TUGAS DAN WEWENANG

L. Tugas PIHAKKESATU
a. Mengirim surat pennohonan kepada Pihak Kedua setiap akan rnelaksanakan

kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggr Ilmu Kesehatan
Bina Usada Bali di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung rninimal/paling
lambat I minggu sebelum pelaksanaan.

b. Membayar biaya-biaya sesuai perjardian yang dimaksudkan bagi kegiatan
pendidikan praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina
Usada Bali di Rurnah Sakit Urnun Daerah Klungkung.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan praktik bagi mahasiswa Sekolah
Tinggi Ihnu Kesehatan Bina Usada Bali kepada Pihak Kedua melalui Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Rumah sakit Urnurn Daerah Klungkung.
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Tugas PihakKedua

a. Mempelajari surat permohonan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa
sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina usada Bali di Rurnah sakit umum
Daerah Klturgkung memenuhi kemarnpuan yang dimaksudkan.

b. Menerima biaya-biaya keperluan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali dari PIHAK KESATU .

c. Memberikan infonnasi-informasi yang diperlukan bagi prI{AK KESATU
atas kegiatan pendidikan praktik bagi rnahasiswa sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Bina Usada Bali di Rumah sakit Urnum Daerah Khurgkung.

Wewenang PIHAK KESATU
a. Melaksanaan pembekalan pengetahuan bagi mahasiswa sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Bina Usada Bali.
b. Menentukan para pembirnbing lapangan dan pembimbing akademik dari

PIHAK KESATU.
Wewenang Pihak Kedua
a. Melaksanakan kegiatan pendidikan prakfik bagi mahasiswa sekolah Tinggi

Ilmu Kesehatan Bina usada Bali di Rtunah Sakit umum Daerah Klungkung
sesuai kompetensi yang dibutuhkan PIHAK KESATU .

b. Menentukan para pernbimbing lapangan (CI).
c. Memberikan teguran kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan pendidikan

praktik bagi rnahasiswa Sekolah Tinggi Ihnu Kesehatan Bina Usada Bali jika
melakukan pelanggaran di Rumah Sakit Ummn Daerah Klungkung.

Pasal S

BATASAN KEWENANGAN TINTUK PESERTA DIDIK

Semua proses kegratan praktik yang dilaksanakan oleh peserta didik sesuai
dengan standar pelayanan Rurnah Sakit yang berlaku.
Kewenangan mahasiswa praktik hanya terbatas kepada kompetensi yang hendak
dicapai.

Pasal9
PROSEDTIR PENERIMAAN PESERTA DTDIK

1. PIHAK KESATU mengeluarkan surat ijin penyelenggaraan kegiatan praktik
keqja lapangan yang dimaksud.
Pesefta didik diterima oleh PIHAK KESATU sesuai dengan maksud surat
pennohonan ayat I (satu) rnelalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Admiuistrasi diselesaikan sebehun berakhir kegiatan praktik yang dirnaksud.

J.

4.

2.

2.

J.
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Pasal 10

PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU bertanggurg jawab atas pernbiayaan kegiatan dan akibat
lainnya dari perjanjian kerjasarna ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PIHAK KESATU bersedia unhrk membayar biaya administrasi kegiatan praktek
kerja lapangan ke Pihak Kedua.
Pihak Kedua akan segera mernberitahukan kepada pIHAK KESATU apabila
terdapat perubahan tarif.

4. Pembiayaan kegiatan praktek kerja lapangan PIHAK KESATU sudah sesuai
dengan kebijakan yang berlaku di Pihak Kedua.

Pasal 1l
JANGKA WAKTTI

Petjanjian I(erjasama itri berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, ter{ritung sejak
tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerjasama ini ;

1. Apabila rlasa berlakunya sudah berakhir:" Perjanjian Kerjasarna ini dapat
diperpadang atas persetujuan Kerlua Belah pihak 

,

2. Pe{anjian Keriasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalarn ayat
(l) pasal ini, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri pedanjial
Kerjasarna ini harus memberitahukan rnaksud tersebut secara terhrlis kepada pihak
Iainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya ;

3. Perjaryian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada
ketenhran perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan
berlangsturgnya Perj anjian Kerj asarna ini.

Pasal 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pemutusan perjanjian terJadi bila dinilai salah satu pihak melalaikan tugas dan
kewajibannya ataupemutusan secara otomatis terjadi jika masa berlaku perjanjian
habis.

Jika disepakati secara lisan akan melanjutkan Pedanjian ini, selama perjanjian

bartr belum dibuat maka Perjanjian lama masih dapat diberlalcikan paling lamaZ
(dua) bulan.
Pemr*usan Perjanjian diluar alasan masa berlaku harus dikoordinasikan oleh
kedua belah pihak.

Bila tidak terdapat kesepakatan seperti yang dirnaksudkan maka pemutusan dapat
dilaksanakan.

1.

2.

J.
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Apabila pemutusan dilaksanakan, tidak menjadikan masing-masing pihak
kehilangan tanggung jawab, tugas, dan wewerrang akibat dari rnasa berlaku
Perjanjian yang masih aktif /berlaku.
Segala tanggulg jawab, tugas, dau wewenang yaltg hams diselesaikan pada saat
Perjanjian masih berlangsurg tetap harus diselesaikan rneskiprui perjadian suclah
berakhir.

Pasal 13

SANKSI-SANKSI

Keterlambatan pembayaran ter'hiturg sejak selesainya kegiatan pendidikan
praktik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi firnu Kesehatan Bina Usada Bali di
Rurnah Sakit Urnum Daerah Klungkung pada saat itu sesuai sumt permoholan
dan iiin yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada PIHAK KESATU sebesar I
o/o perbularr keterlambatan pada bulan berjalan.
Pemberitahtlan secara lisan akan disarnpaikan kepada masing-lnasing pihak jika
dinilai telali melanggar kesepakatan Perjanjian ini.
Bila pernberitahuarr secara lisan tidak diperbaiki maka akan diberikan surat
pernberi tahuan terhadap p el ari g garan i si Perj anj ian ini.
Pernbatalan Pe{anjian dapat dilaksanakan bila tidak ada tarrggapan dari pihak
laimrya trntuk rnernperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan atas Perjanjian ini.
Jika data Pihak Kedua disebarluaskan tidak derni kepentingan pendidikan, uraka
PIHAK KESATU rnendapatkan sanksi baik perdata mauprm pidana.
Ragi peserta PKL PIHAK KESATU rnengiurdurkan diri seheluur waktu yang
disepakati, maka akan dikenakan biaya denda sebesar 50o/o biaya pK[. per
individu yang telah disepakati ke Pihak Kedua.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSBLISIHAN

Kedua Belah Pihak akan memupuk hubungan baik satu terhadap lainnya serta
memilih jalan musyawarah unfirk mufakat apabtla terjadi perbedaan pendapat dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerjasarna ini.

Pasal 15

PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belun cukup diatur dalam Pe{anjian Kerjasama ini, apabila
diperlukan akan diatur bersama oleh Kedua Betah Pihak dan akan dituangkan dalam
strats Addendum/Amandetnen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan
Perjanjian Kerj asarna ini.

1.
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Detnikian naskah Perjanjian Ke{asama ini dibuat dalarn rangkap 2 (dua), masing-
rnasing mempunyai kekuatan hukutn yang sama serta ditandatangani dalam kefias
yang bennaterai cukup oleh Kedua Belah Pihak, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
sebagaimana tersebut di atas,

TU
n Bina Usada Bali

I'IHAK KEDT]A
Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung

I]
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